
: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Derah
dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana
Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018,
sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati
Bombana Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Bombana

Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2018.

: 1. Uhdang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang'

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republic]

Indonesia Nomor 5495);

Mengirigat

Menimbang
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3.Uridang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2017 tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun
Ariggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6138);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Angggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negaran  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558)
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Angggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016Nomor 5864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indon^sia]
Tahun 2017 Nomor 244);^f\



9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);

12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian
Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan
Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik
Indonesa Tahun 2017 Nomor 1884);

13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesa Tahun 2017 Nomor 1970);

14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017
tentang  Perubahan  Rincian Dana  Desa  menurut

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesa Tahun 2017 Nomor 1971);

15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi  Nomor  19 Tahun 2017 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun

2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;

\18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Prioritas
Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat  Edaran Menteri Keuangan Nomor S-l/MK.7/2018

;tanggal 8 Januari 2018 tentang :

1. Penyampaian Pokok-Pokok Materi  Peraturan Menteri

iKeuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Pe
Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota
Anggaran 2018;



1.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 8a yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8a
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bombana
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdapat
penambahan Alokasi Afirmasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang
Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran

2018.

2.Ketententuan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu
huruf c, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2)Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah D^pa
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Prioritas Penggunaan dan Penetapan

Rincian; Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

NEGARA DI KABUPATEN

Pasal 1

PENDAPATAN DAN BELANJA
BOMBANA TAHUN 2018

SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARANDESA
PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 35 TAHUN
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN

ATAS
2017

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN

MEMUTUSKAN

2.Penyampaian Pokok-Pokok Materi  Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor

50^PMK.07/2017 tentang  Pengelolaan Transfer  ke

Daerah dan Dana Desa;
3.Penyampaian Pokok-Pokok Materi Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan
Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan

4.Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat
Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi Tahun Anggaran

2018.

Menetapkan



a.Laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Dana

Desa tahap I yang ditujukan kepada Bupati Bombana melalui Kepala

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, dan ditembuskan ke
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa Kabupaten
Bombana;

b.Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan surat

pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  pada
menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah
sebesar 50% (lima puluh persen);

Dana Desa tahap II sebagai berikut:(2) Syarat pencairan

b.tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat
bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni;

c.tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat

bulan Juli; dan
(4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam

APBDesa.

3. Ketententuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah dan ditambakan 1 ayat
yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17
(1) Syarat penyaluran Dana Desa tahap I sebagai berikut:

a.Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan,

RPJMDesa dan RKPDesa, yang ditujukan kepada Bupati melalui
Kepala  Badan Keuangan  Daerah  Kabupaten Bombana  dan
ditembuskan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bombana;

b.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya

kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;
c.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada

Badan Permusyawaratan Desa;

d.Laporan Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya;

e.Surat Pengantar Camat atas hasil Verifikasi dokumen sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf d;

f.Bukti Penyetoran Dokumen SPJ dari Inspektorat;
g.Bukti penyetoran dokumen dan file back up Siskeudes sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf d dari Kepala Dinas Pemberdayaan
;  Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;

h. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala
Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
i.  Sudah mengisi data profile Desa secara Online (Daftar Isian Data
:   Dasar Keluarga) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah

keseluruhan;

dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;bulan Januari

(3) Penyaluran Dana Desa dflakukan secara bertahap :
a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling cepat



sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasall8
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan

laporan realisasi 'dan surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa

Tahunan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabu
Bombana j^ang ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberda
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

ayat (4) dan ayat (5) yaitu ayat (4a) dan ayat (4b)(dua) ayat diantara

(3) Syarat pencairan Dana Desa tahap III sebagai berikut:
a.Laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Dana

Desa tahap II yang ditujukan kepada Bupati Bombana melalui Kepala
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, dan ditembuskan ke
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa Kabupaten

Bombana;
b.Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II dan surat

pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,
menunjukkan, paling kurang Dana Desa tahap II telah digunakan

sebesar 80% (delapan puluh persen);
c.Capaian Output sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan rata-

rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
d.Surat pengantar Camat atas hasil Verifikasi dokumen sebagaimana

dimaksud pada huruf a;
e.Surat permotionan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala

i  Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan
;  Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
f.Asli tanda terima dokumen SPJ tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018

dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana;
g.sudah mengisi data profile Desa Online (Daftar Isian Tingkat

Perkembangan Desa); dan
h. Bukti penyetoran laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf

a dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
;  Bombana.

4. Ketententuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta menambahkan 2

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupatena dari Kepala
Bombana.

Sudan mengisi data profile Desa secara Online (Daftar Isian Potensi

Desa); dan
Bukti penyetoran laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf

. I.

h.

g-

dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana;

c.Capaian Output sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan rata-
rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;

d.Surat pengantar Camat atas hasil Verifikasi dokumen sebagaimana

dimaksud pada huruf a;
e.Surat pennohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala

Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;

f.Asli tanda terima dokumen SPJ tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018
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Diundangkan di Rumbia
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2018
Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 3

(2)Laporan realisasi  penyerapan dan capaian  output  Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.laporan realisasi pen3^erapan dan capaian output Dana Desa tahun

1  anggaran sebelumnya;
b.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I;
c.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II;

dan
d.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap III.

(3)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat  minggu kedua bulan Januari tahun
anggaran berjalan.

(4)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling cepat
bulan maret dan paling lambat minggu terakhir bulan mei tahun
anggaran berjalan.

(4a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling
cepat minggu kedua bulan Juli dan paling lambat minggu pertama
bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(4b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap III
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan paling
cepat minggu terakhir bulan Desember dan paling lambat minggu
keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(5)Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), a3'at (4), ayat
(4a) dan ayat (4b) Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran
capaian output kepada Bupati.

Pasal2
!

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penerripatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.








